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VISI DAN MISI 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

 

VISI 

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia 

pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitilian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai 

Kristiani dan Pancasila." 

MISI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan 

aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global.  

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku 

yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan 

internasional. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi 

penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, 

Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu 

hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 
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G. Ringkasan Isi   : 

Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang 

menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan ketertiban sosial. 

Kendati pemerintah telah mengupayakan berbagai instrumen hukum, seperti 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, efektivitas 

pemulihan kerugian negara masih jauh dari optimal. Data menunjukkan 

bahwa pengembalian kerugian negara dari 2020 hingga 2023 hanya mencapai 

Rp 24,8 triliun dari total kerugian Rp 168,46 triliun. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 

analisis kualitatif dengan teori keadilan dan teori kemanfaatan serta konsep 

keadilan Pancasila yang memadukan living law dengan nilai-nilai hukum 

prismatik sebagai pisau analisis. Selain itu, konsep negara hukum Pancasila 

menjadi landasan dalam merancang kerangka hukum yang adil dan efisien. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukum pidana yang 

ada belum mampu sepenuhnya memulihkan keuangan negara akibat tindak 

pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum melalui 

pengaturan lebih tegas, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset 

(RUU Perampasan Aset). RUU ini bertujuan untuk mempermudah penyitaan 

dan perampasan aset hasil tindak pidana tanpa memerlukan putusan pidana 

(Non-Conviction Based Asset Forfeiture). Selain itu, konsep Restorative 

Justice, Plea Bargaining, dan Deferred Prosecution Agreement juga 

diusulkan sebagai alternatif yang potensial untuk meningkatkan efektivitas 

pemulihan keuangan negara. Dengan pembaharuan hukum yang 

berlandaskan pada keadilan dan kemanfaatan, diharapkan pemulihan 

kerugian negara dapat lebih optimal, memberikan efek jera kepada pelaku, 
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Corruption in Indonesia is an extraordinary crime that causes major 

losses to state finances and social order. Although the government has 

attempted various legal instruments, such as the Corruption Eradication 

Law, the effectiveness of recovering state losses is still far from optimal. Data 

shows that the recovery of state losses from 2020 to 2023 only reached IDR 

24.8 trillion out of a total loss of IDR 168.46 trillion. 
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Prosecution agreements are also proposed as potential alternatives to 
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be more optimal, provide a deterrent effect on perpetrators, and strengthen 

public trust in the legal system. 
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